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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK

TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional,

perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang

perdagangan, khususnya impor besi atau baja, baja

paduan, dan produk turunannya;

b. bahwa ketentuan impor besi atau baja sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-

DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau

Baja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-

DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau

Baja, dan ketentuan impor baja paduan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-

DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan

dinilai sudah tidak relevan dan akan berakhir masa

berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali

ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk
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turunannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan

Produk Turunannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5584);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5277);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1006);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-

DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1516);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-

DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari

Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN

PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon

atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur

pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan

dari produk tersebut.

2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang

mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.

3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang

selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk

hasil proses lebih lanjut besi atau baja dan baja paduan

dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran

atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil

proses lebih lanjut dari besi atau baja dan baja paduan

dalam bentuk dasar.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam

daerah pabean.

5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan

sebagai izin untuk melakukan impor Besi atau Baja, Baja

Paduan, dan Produk Turunannya.

6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh

menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi

penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor

Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan

mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya yang akan diimpor.
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7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan

pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.

8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran

teknis barang impor.

9. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk,

yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat,

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas

Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang

Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

(1) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya dibatasi.

(2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A,

Kelompok B, dan Kelompok C.

Pasal 3

(1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat

diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal

Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka

Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat

Persetujuan Impor dari Menteri.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Direktur Jenderal.
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